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BAB I PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil 

guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih 

lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu 

instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. 

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, RSUD dr. Soediran 

Mangun Sumarso selaku unsur pembantu Kepala Daerah, dituntut selalu melakukan 

pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta 

fungsi rumah sakit sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya 

memenuhi aspirasi masyarakat. 

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri, capaian tujuan dan 

sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi 

daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup 

Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. 

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan 

semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan 

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, 

berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme (KKN).  

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka 

di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah  (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut RSUD dr. Soediran 

Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP RSUD dr. Soediran Mangun 

Sumarso Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan 

akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, 
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 BAB II PERENCANAAN KINERJA 

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, mengacu pada 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis 

memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar 

mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Nasional dan global. Analisis 

terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun ekternal merupakan langkah yang sangat 

penting dalam memerhitungkan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang 

(opportunities) dan tantangan (threats) yang ada. 

2.1 Rencana Strategis 

Rencana Strategis RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri 

adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan 

serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan 

terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang 

bersangkutan, dalam hal ini RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri. 

Rencana  Strategis RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri yang 

ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan Tahun 

2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 65 Tahun 2021 tentang 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021–2026. Penetapan 

jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati 

Wonogiri terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis RSUD dr. 

Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri dibuat pada masa jabatannya, dengan 

demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel. 

Renstra RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri tersebut 

ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 

2021–2026. 

Penyusunan Renstra RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri 

telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD 

Kabupaten Wonogiri Tahun 2021–2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat 

dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, 

Forum SKPD, sehingga Renstra RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten 

Wonogiri merupakan hasil kesepakatan bersama antara RSUD dr. Soediran Mangun 
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum 

atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam 

melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan 

akuntabilitas/pemberi amanah. RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri 

sebagai perpanjangan tangan Bupati selaku pemilik rumah sakit mengemban amanah 

masyarakat melaksanakan kewajiban penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUD dr. 

Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri yang dibuat sesuai ketentuan yang 

diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang 

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian 

tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam 

dokumen Rencana Strategis Rumah Sakit Tahun 2021 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 

2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang 

ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso. 

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam 

rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. 

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 

239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran 

atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh 

berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil 

pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian 

rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. 

Skala nilai peringkat kinerja adalah sebagai berikut : 

a. Sangat Baik  : ≥ 91%; 
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BAB IV PENUTUP 

4.1 KESIMPULAN 

 Capaian tujuan dan sasaran strategis rumah sakit yaitu : 

1. Tujuan 1 :  Terselenggaranya pelayanan kesehatan perorangan yang paripurna 

Indikator  : Persentase mutu pelayanan dengan capaian 91.35% dari target 

89.00%. Indikator Nilai Survey Akreditasi Rumah Sakit yang 

memenuhi standard tercapai karena tingkat kesadaran dari jajaran 

pimpinan dan karyawan rumah sakit telah menyadari pentingnya 

mutu yang dievaluasi dengan capaian Akreditasi Rumah Sakit . 

1.1 Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan 

 Indikator kinerja : Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

tahun 2023 adalah 86.46% dari target 97.00% dan 

mengalami penurunan sebesar 0.14% dari capaian 

realisasi tahun 2022. Target indikator belum tercapai karena 

berbagai faktor baik internal maupun eksternal rumah sakit 

2. Tujuan 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintah RSUD yang baik 

Indikator : Nilai kematangan RSUD dengan capaian 51 dari target 49. Hal ini 

menunjukkan tingkat kematangan organisasi rumah sakit sangat 

tinggi didasarkan pencapaian 11 variabel penilaian 

2.1 Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kinerja RSUD 

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini ada 5 (lima) indikator yaitu : 

 a.  Nilai SAKIP RSUD dengan capaian kinerja 71.95% dari target 74.5% 

dan mengalami penurunan 6.87%. Hal ini dikarenakan kurang 

optimalnya pemanfaatan IT untuk pengukuran dan evaluasi kinerja 

pegawai dan rumah sakit serta kurang maksimalnya pemenuhan 

capaian indikator kinerja rumah sakit.  

 b.  Indeks Profesionalitas ASN RSUD dengan capaian 60.57 dari target 

71.00, mengalami peningkatan 6.31. 

 c.  Jumlah ASN RSUD yang menjadi Agen Perubahan sesuai target 

yaitu 3 orang yaitu Direktur dan para Wakil Direktur.  

 d.  Jumlah inovasi RSUD melebihi target dengan 2 inovasi yaitu 

Delivery Obat Pasien (DOP) dan Aplikasi Aplikasi Monitoring 

Kualitas Air Limbah (IPAL)  

 e.  IKM RSUD dengan capaian 84.79% dari target 83% dan mengalami 

peningkatan 0.84%. Hal ini menunjukkan tingkat kepuasaan 

masyarakat akan pelayanan rumah sakit mengalami peningkatan.  


















